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Menimbang

PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN 

Nomor : 19 Tahun 2 0 1 0

T entang

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM 

WALIKOTA BALIKPAPAN,

a. bahw a Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan adalah 
Badan U saha Milik Daerah (BUMD) sebagai penyelenggara 
pengem bangan sistem penyediaan air m inum  di wilayah Kota 
Balikpapan;

b. bahw a dalam  rangka m enindaklanjuti keten tuan  dalam  Pasal 40 
Peraturan  Pem erintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang 
Pengem bangan Sistem Penyediaan Air Minum sehingga Keputusan 
W alikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Air 
Minum di Kota Balikpapan perlu dilakukan perubahan sesuai 
ke ten tuan  perundang-undangan yang berlaku;

c. bahw a u n tu k  m aksud tersebut di a tas, perlu ditetapkan dengan 
Peraturan  Walikota.

Mengingat 1.

2 .

3.

4.

5.

6 .

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang D arurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pem bentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara 
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 
Tahun 1959 Nomor 72, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 ten tang  Perusahaan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tam bahan Lembaran 
Negara Nomor 2387) jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 
ten tang  Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-Undang 
dan Peraturan  Pem erintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 37, Tam bahan Lembaran Negara 
Nomor 2901);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sum ber Daya Air 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tam bahan Lembaran 
Negara Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ten tang  Pem erintahan 
D aerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tam bahan 
Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaim ana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan U ndang-undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas U ndang-undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pem erintahan D aerah (Lembaran Negara 
Tahun 2008 Nomor 59, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Peraturan  Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang
Pem bentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten 
Dati II Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Dati II 
Sam arinda dan Balikpapan dalam  Wilayah Provinsi Dati I 
Kalim antan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56);
Peraturan  Pem erintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara 
T ahun 2005 Nomor 33, Tam bahan Lembaran Negara Nomor 4490);
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M enetapkan

7. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Dan Tata Cara Pengaturan 
Tarif Air Minum pada PD AM;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 
492/M EN K ES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air 
Minum;

9. K eputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 
Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan 
D aerah Air Minum;

10. K eputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan  Daerah Air 
Minum;

11. Peraturan  D aerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Perusahaan  Daerah Air Minum Kota Balikpapan (Lembaran 
D aerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3 
tanggal 8 Oktober 2008).

M E M U T U S K A N

: PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM

BAB I

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dim aksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.

2. Pem erintah Kota adalah W alikota dan perangkat daerah sebagai 
u n su r penyelenggara Pem erintah Kota Balikpapan.

3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Perusahaan  Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PD AM 

adalah Perusahaan D aerah Air Minum Kota Balikpapan.

5. Direksi PDAM adalah Direksi Perusahaan  Daerah Air Minum Kota 
Balikpapan.

6. Sum ber Air adalah tem pat a tau  w adah air alami d a n /a ta u  buatan  
yang terdapat pada, di a tas, a tau p u n  dibawah perm ukaan tanah.

7. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bah an  pokok u n tu k  
diolah m enjadi air m inum.

8. Air Minum adalah air yang m em enuhi syarat-syarat kualitas air 
bersih sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

9. Penyedia Air Minum adalah u sah a-u sah a  u n tu k  m enghasilkan, 
m enyediakan dan m endistribusikan air m inum  u n tu k  m asyarakat.

lO.Sistem penyediaan air m inum  yang selanjutnya disingkat SPAM 
m erupakan satu  kesa tuan  sistem  fisik (teknik) dan non-fisik dari 
p rasarana  dan  saran a  penyediaan air minum.

11. Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum adalah Perusahaan  
Daerah Air Minum Kota Balikpapan.

12 . Penyelenggaraan SPAM adalah kegiatan m erencanakan, 
m elaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, m erehabihtasi, 
m em antau, d a n /a ta u  mengevaluasi sistem  fisik (teknik) dan non 
fisik dari sistem  penyediaan air minum.
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13. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertu juan  
m em bangun, m em perluas d a n /a ta u  m eningkatkan sistem  fisik 
(teknik) dan non fisik (kelembagaan, m anajem en, keuangan, peran 
m asyarakat, dan hukum ) dalam  kesa tuan  yang u tu h  u n tu k  
m elaksanakan penyediaan air m inum  kepada m asyarakat m enuju 
keadaan yang lebih baik.

14 . Pipa transm isi adalah pipa pengantar air dari satu  titik awal ke 
titik akhir tan p a  adanya percabangan pipa u n tu k  pem akaian air.

15. Pipa distribusi adalah pipa penyalur air bersih dari su a tu  titik 
awal ke titik akhir dim ana terpasang percabangan pipa u n tu k  
pem akaian air.

16. Jaringan  perpipaan adalah rangkaian pipa distribusi beserta 
perlengkapannya u n tu k  penyaluran air bersih.

17. Pipa retikulasi a tau  pipa induk adalah pipa distribusi yang dapat 
dipasang klam u n tu k  taping pipa dinas yang berukuran  m ulai dari 
2” (dua inch) sam pai dengan 4” (empat inch).

18. Pipa dinas adalah rangkaian pipa yang m enghubungkan pipa 
distribusi dengan instalasi m eter air.

19. Pipa persil adalah rangkaian pipa beserta perlengkapannya u n tu k  
penyaluran air m inum  yang terpasang dalam  persil pelanggan 
sesudah instalasi m eter air.

20. Instalasi m eter air adalah rangkaian peralatan u n tu k  pengukuran 
dan pengendalian penyaluran air m inum  ke pelanggan yang 
dipasang pada tem pat yang m em enuhi persyaratan terten tu .

21. Persil adalah sebidang tanah  yang dim iliki/dikuasai oleh 
seseorang a tau  badan, m em punyai u k u ran  te rten tu  sesuai dengan 
ke ten tuan  yang berlaku.

22. Meter air adalah alat u n tu k  m engukur banyaknya pem akaian air 
oleh pelanggan, yang sudah  ditera sesuai dengan ketentuan  
perundang-undangan yang berlaku.

2 3 . Pembatas aliran adalah alat yang dipasang PD AM pada instalasi 
m eter air u n tu k  m engurangi tekanan  air di pipa persil dengan 
m aksud m em batasi penyaluran air.

24. Pelanggan adalah perorangan a tau  badan yang m asih 
m enggunakan pelayanan air m inum  dari PD AM.

25. Calon pelanggan adalah perorangan atau  badan yang m engajukan 
perm ohonan u n tu k  menjadi pelanggan PD AM.

2 6 . Eks pelanggan adalah perorangan a tau  badan yang pem ah 
menjadi pelanggan.

27. In s ta la tu r air adalah  su a tu  badan  u sa h a  yang bergerak dalam  
pekeijaan instalasi air m inum  dan secara adm inistratif terdaftar di 
PDAM.

28. Hidran kebakaran adalah h id ran /k ran  yang digunakan 
m enyalurkan air u n tu k  keperluan pem adam an kebakaran dan 
keperluan lain PDAM dan disegel oleh PDAM.

29. Segel m eter adalah segel yang dipasang instansi yang berwenang 
pada m eter air u n tu k  m enandakan bahw a peralatan  tersebut 
sudah  ditera dan m em enuhi ketelitian pengukuran yang 
dipersyaratkan.

30. Segel dinas adalah segel yang dipasang PDAM pada instalasi m eter 
air u n tu k  m enandakan s ta tu s  hak  pem akaian dan keadaan 
instalasi m eter air pelanggan sebagaim ana yang diten tukan PDAM.

31. Tarif air m inum  adalah harga jua l air m inum  setiap m eter kubik 
(m3) dalam  kisaran  pem akaian terten tu  yang ditetapkan sesuai 
pera tu ran  yang berlaku.
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3 2 . Rekening air adalah kewajiban yang h a ru s  dibayar oleh pelanggan 
setiap bulan sesuai jum lah  pem akaian air ditam bah u n su r biaya 
lainnya.

33. Harga K esepakatan adalah tarif d a n /a ta u  harga pem asangan baru  
yang nilainya berdasarkan kesepakatan an ta ra  PDAM dengan 
Pelanggan.

3 4 . K eputusan Direksi adalah K eputusan Direksi PDAM Kota 
Balikpapan.

BAB II
AZAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasal 2

(1) PDAM m enganut azas profesionalisme dalam  penyediaan air 
m inum  yang berorientasi bisnis.

(2) Tujuan Sistem Penyediaan Air Minum adalah u n tu k  m em enuhi 
kebu tuhan  air m inum  m asyarakat secara berkesinam bungan 
sesuai s tandar kesehatan.

(3) Ruang Lingkup meliputi sem ua ben tuk  penyediaan yang berkaitan 
dengan air m inum  dan non air .

BAB in

KEWENANGAN PDAM 

P a s a l3

(1) PDAM berwenang dalam  penyelenggaraan dan  pengem bangan 
SPAM dalam  wilayah Kota Balikpapan.

(2) Penyelenggaraan dan pengem bangan SPAM ini mengacu pada 
rencana induk (Master Plan) Penyediaan Air Bersih Kota 
Balikpapan yang telah ditetapkan.

(3) SPAM dapat dilaksanakan melalui jaringan  perpipaan dan mobil 
tangki. Pelaksanaan tersebut d isesuaikan dengan kem am puan 
dan ketersediaan SPAM yang ada.

(4) Kewenangan dalam  penyelenggaraan dan pengem bangan sistem  
penyediaan air m inum  sebagaim ana dim aksud pada ay a t (1) 
d ilaksanakan sebagai berikut:
a. m enyediakan air m inum  bagi pelanggan dan non pelanggan;

b. m engoperasikan dan m em elihara p rasaran a  dan saran a  SPAM;

c. m elaksanakan perluasan  cakupan pelayanan; dan
d. m engatur sistem  pendistribusian air m inum  sesuai dengan 

kapasitas produksi yang tersedia.
(5) Dalam penyelenggaraan dan  pengem bangan SPAM sebagaim ana 

dim aksud pada ayat (2) di a tas, PDAM dapat m elakukan 
keijasam a kem itraan dengan pihak ketiga berdasarkan  pera turan  
perundang-undangan.
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BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PENYELENGGARA

Bagian Pertam a  

Kewajiban

P a s a l4

Dalam penyelenggaraan SPAM, PDAM m em punyai kewajiban sebagai
berikut:
a. m enyediakan air m inum  kepada  pelanggan dengan

m em perhatikan  kualitas, kuan titas  dan kontinuitas, kecuali 
dalam  keadaan kahar (force majeure);

b. m engoperasikan SPAM secara optimal;
c. m em beritahukan  kepada  pelanggan ten tan g  adanya  gangguan 

dan  ham batan  pelayanan;

d. m elakukan pem eriksaan kualitas air m inum  secara rutin;

e. melayani dan m enindaklanjuti keluhan pelanggan berkaitan 
dengan pelayanan PDAM seperti pem akaian tinggi, air tidak 
mengalir, pipa dinas bocor, air berw am a/berbau , m eter air m acet, 
bocor di sekitar m eter air, stop kran  m eter rusak , p indah m eter 
air, dan lain-lain;

f. m eningkatkan kapasitas air u n tu k  m enjaga kontinuitas 
pendistribusian ke pelanggan;

g. m elaksanakan penggantian m eter air pelanggan secara berkala 
paling sedikit setiap 4 (empat) tah u n  a tau  angka m eter air telah 
m enunjukkan pemakaian lebih dari £ 2.000 m3; dan

h. m enyediakan kotak sa ran /p o s  pengaduan.

Bagian Kedua 

Hak

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan SPAM, PDAM m em punyai hak  sebagai berikut:

a. m enagih dan m enerim a hasil penjualan air d a n /a ta u  non air dari 
pihak lain a tau  pelanggan;

b. m enetapkan dan m engenakan denda terhadap keterlam batan 
pem bayaran tagihan;

c. menolak d a n /a ta u  m enerim a perm intaan calon pelanggan dengan 
m em perhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan  teknis 
lainnya;

d. m enjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh 
pelanggan, eks pelanggan, a tau  pihak lain sesuai ketentuan;

e. m elakukan pem eriksaan pipa persil pelanggan apabila diperlukan;

f. memperoleh kuan titas  air baku secara kontinyu sesuai dengan izin 
yang telah didapat;

g. m elakukan perubahan  jenis golongan pelanggan, dengan m eninjau 
kembali kondisi, bentuk, fungsi, kaw asan wilayah tem pat 
pelanggan berada berdasarkan  klasifikasi pelanggan yang berlaku.
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BAB V

PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 6

(1) Penyediaan air m inum  kepada pelanggan disalurkan dari pipa 
induk melalui pipa dinas ke instalasi m eter air.

(2) Pipa induk yang dipergunakan berukuran  m ulai dari 2” (dua inch) 
sam pai dengan 4” (empat inch).

(3) Dalam keadaaan tertentu  a tas persetu juan  Direksi, dapat 
dipergunakan pipa induk yang lebih kecil dari 2” (dua inch) dengan 
m em perhatikan ketentuan-ketentuan  dan persyaratan  teknis.

(4) Pelayanan air m inum  kepada pelanggan melalui saluran  pipa induk 
sebagaim ana dim aksud ayat (1) dengan cara:
a. sam bungan rum ah (SR);

b. term inal air dan hidran um um  (TAHU) bagi m asyarakat Kota 
Balikpapan yang kurang mam pu atau tidak dengan 
sam bungan  rum ah;

c. mobil tangki, yang melayani kebu tuhan  air pelanggan dan 
m asyarakat pada saa t tertentu; dan

d. melalui sarana lainnya dengan persetujuan Direksi.

Pasal 7

(1) Dalam hal penyediaan air m inum  kepada m asyarakat di bidang 
perairm inum an, PD AM harus m encapai cakupan pelayanan 80 % 
(delapan puluh  persen) dari jum lah  penduduk.

(2) Upaya yang dilakukan PDAM u n tu k  m encapai cakupan pelayanan 
80 % (delapan puluh  persen) sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
adalah optimalisasi instalasi dan perluasan  jaringan perpipaan.

P a s a l8

(1) Dalam hal terjadi bencana alam (kebakaran dan tanah  longsor) 
yang m engakibatkan kerusakan jaringan pipa PDAM yang 
berdam pak terhadap rusaknya lingkungan di sekitarnya, PDAM 
tidak diwajibkan membayar ganti rugi.

(2) Bencana alam sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) yang 
m engakibatkan pelayanan air m inum  terhenti a tau  terganggu, 
PDAM berhak u n tu k  m em utus d a n /a ta u  m encabut sem ua fasilitas 
PDAM u n tu k  pelayanan air m inum  di lokasi bencana tersebut.

P a sa l9

Selain m enyediakan air m inum  kepada pelanggan dan m asyarakat, 
PDAM juga menyediakan air u n tu k  h id ran  k ebakaran  yang 
te rp asan g  pada  tem pat-tem pat te rten tu  dan  setiap  saa t dipakai 
u n tu k  pem adam an k ebakaran  yang operasionalnya d ilakukan  oleh 
PDAM.
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BAB VI

TATA CARA PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Pertam a  

Pem asangan Sam bungan Baru

Pasal 10

(1) Setiap perm ohonan u n tu k  menjadi pelanggan h a ru s  diaju 
secara tertu lis kepada PD AM oleh calon pelanggan.

(2) Perm ohonan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) m enggunakan 
formulir yang diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta 
m elam pirkan persyaratan  sebagai berikut:
a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b. foto copy Kartu Keluarga (KK);
c. foto copy rekening air milik tetangga terdekat;

d. gam bar denah lokasi yang dimohon;

e. foto copy Izin Mendirikan B angunan (IMB);
f. su ra t keterangan dari RT tem pat dimohon bila KTP calon 

pelanggan tidak sesuai dengan gam bar denah lokasi yang 
dimohon; dan

g. su ra t pem yataan  lurah  a tau  cam at tentang daerah bukan 
term asuk  lahan kritis/longsor.

(3) Selain persyaratan sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), wajib 
m em enuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dengan K eputusan 
Direksi.

(4) Pem asangan sam bungan baru  dapat diterim a oleh PD AM.
(5) Terhadap perm ohonan yang diterima, pem asangan sam bungan 

baru  akan  dilaksanakan paling lam a 10 (sepuluh) hari kerja setelah 
biaya pem asangan sam bungan baru  dibayar oleh calon pelanggan.

(6) Pem asangan dan perubahan  pipa saluran  air m inum , baik saluran  
pipa dinas m aupun  saluran  pipa persil dilakukan oleh Instalatur 
yang d itunjuk  oleh Direksi.

(7) Pipa dinas, m eter air dan kelengkapannya yang dipergunakan 
dalam  penyam bungan air m inum  ke persil pelanggan, sepenuhnya 
m enjadi milik PD AM.

Bagian Kedua 

Penolakan Pem asangan

Pasal 11

(1) Alasan penolakan terhadap perm ohonan pem asangan sam bungan 
baru , adalah sebagai berikut:
a. ketinggian lokasi tidak m em ungkinkan terlayani;
b. kon tu r lokasi tidak m em enuhi persyaratan  teknis;

c. lahan  kritis dan raw an longsor;
d. kaw asan yang dilarang Pem erintah u n tu k  pem bangunan/ 

pem ukim an;
e. ja u h  dari pipa induk (jarak lebih dari 12 (dua belas) m eter ) 

d a n /a ta u  rum ah kedua terhadap pipa induk;

f. tidak terdapat a tau  belum  berdiri bangunan di lokasi termohon; 
dan
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g. di lokasi a tau  kaw asan yang dimohon tidak terdapat pipa induk.

(2) J ik a  alasan  penolakan dikarenakan tidak terdapat a tau  ja u h  dari 
pipa induk, m aka perm ohonan dapat disetujui jika  calon 
pelanggan bersedia m em bayar biaya pengadaan dan  pem asangan 
jaringan  perpipaan a tau  pipa induk yang direncanakan oleh 
PD AM.

(3) J ik a  jaringan  perpipaan atau  pipa induk sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (2), akan  melayani lebih dari 1 (satu) calon pelanggan 
m aka perm ohonan h a ru s  diajukan secara kolektif melalui 
perwakilan calon pelanggan.

(4) J ik a  lokasi yang dimohon m erupakan kaw asan perum ahan 
te rta ta /rea l estate, m aka akan  dihitung berdasarkan kesepakatan.

(5) Setelah Jaringan  perpipaan a tau  pipa induk sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2) dipasang, m aka secara otomatis 
dihibahkan kepada PDAM u n tu k  dikelola guna melayani calon 
pelanggan tersebut.

(6) Permohonan dari calon pelanggan baru  dapat diproses setelah 
jaringan  perpipaan a tau  pipa induk selesai dipasang.

(7) PDAM berhak m enerim a calon pelanggan baru  yang teijangkau 
pelayanan dari Jaringan  perpipaan a tau  pipa induk sebagaim ana 
ayat (2) di atas.

(8J Bagi pelanggan yang memohon penyam bungan kembali pada 
lokasi eks bencana alam, dapat dilayani setelah yang bersangkutan 
m em bayar tunggakan rekening dan biaya-biaya lainnya yang 
ditetapkan oleh Direksi.

Bagian K etiga  

Pem biayaan

Pasal 12

Setiap pem asangan sam bungan baru  dikenakan biaya pem asangan
berdasarkan  klasifikasi jen is pelanggan yang ditetapkan dengan
K eputusan Direksi.

Pasal 13

(1) Biaya pem asangan sam bungan baru  terhadap pelanggan 
klasifikasi kelompok k h u su s  dihitung berdasarkan  kesepakatan 
an ta ra  PDAM dengan pelanggan.

(2) Tata cara  perhitungan harga kesepakatan sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (1), d ia tu r lebih lan ju t dengan K eputusan Direksi.

Bagian K eem pat
Pem utusan  Sam bungan Langganan

Pasal 14

(1) PDAM dapat m elakukan pem utusan  sam bungan air kepada 
pelanggan karena hal-hal sebagai b e r ik u t:
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a. a tas perm intaan pelanggan;

b. m enunggak pem bayaran rekening air selam a 2 (dua) bulan 
bertu ru t-tu ru t;

c. m elakukan pelanggaran yang m engakibatkan kerugian bagi 
PD AM;

d. penataan  lingkungan oleh Pem erintah akibat pem bangunan 
fasilitas um um ; dan

e. terjadi m usibah kebakaran a tau  bencana alam.

(2) Pem utusan sam bungan air sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) 
tardiri atas:

a. pem utusan  sem entara/penyegelan; dan
b. pem utusan  tetap pencabutan.

Pasal 15

(1) Pem utusan sem entara/penyegelan sebagaim ana dim aksud dal am 
Pasal 14 ayat (2) h u ru f a m erupakan tindakan yang dilakukan 
PDAM kepada pelanggan agar aliran tidak mengalir u n tu k  
sem entara.

(2) Pem utusan sem entara/penyegelan sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) meliputi :

a. pem utusan  sem entara/penyegelan m aksim al 2 (dua) bulan 
karena adanya tunggakan d a n /a ta u  adanya pelanggaran yang 
dilakukan oleh pelanggan; dan

b. Pem utusan sem entara/penyegelan a tas perm intaan pelanggan 
m aksim al selam a 3 (tiga) bulan.

(3) Pem utusan sem entara/penyegelan dapat disam bung kembali paling 
lam bat 2 (dua) hari setelah pelanggan m elunasi tunggakan dan 
denda adm inistrasi ditam bah biaya pem bukaan kembali yang 
d ia tu r dalam  K eputusan Direksi.

P a s a l16

(1) Pem utusan te tap /pencabu tan  sebagaim ana dim aksud Pasal 14 
ayat (2) h u ru f b m erupakan pem utusan  yang dilakukan dari pipa 
induk PDAM.

(2) Pem utusan te tap /pencabu tan  dilakukan apabila:
a. Pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam 

jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal dilakukan 
pem utusan  sem entara/penyegelan;

b. Pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya di m asa 
pem utusan  sem entara/penyegelan sebagaim ana dim aksud 
pasal 15 ayat (2) h u ru f b; dan

c. Pelanggan m engajukan perm ohonan tertulis u n tu k  berhenti 
m enjadi pelanggan PDAM dengan m elunasi segala sesuatu  yang 
m enjadi kewajiban pelanggan.

(3) Pem utusan te tap /pencabu tan  dapat disam bung kembali setelah 
pelanggan m elunasi tunggakan dan denda ditam bah biaya 
Penyam bungan kembali sebesar biaya sam bungan baru.



Bagian Pertam a  

Tarif Air Minum

Pasal 17

Setiap orang a tau  badan yang m enggunakan ja sa  pelayanan air m inum  
dikenakan tarif air minum.

BAB VII
REKENING AIR MINUM

Pasal 18

(1) S truk tu r tarif air m inum  dltetapkan berdasarkan  ketentuan  blok 
konsum si, kelompok pelanggan, dan jen is tarif dengan Keputusan 
Direksi.

(2) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam  4 (empat) kelompok yaitu:

a. kelompok I;

b. kelompok II:
c. kelompok III; dan

d. kelompok khusus.

(3) Perhitungan tarif air m inum  dibedakan dalam  4 (empat) jenis, 
yaitu:
a. tarif rendah:

b. tarif Dasar;
c. tarif penuh; dan

d. tarif kesepakatan.
(4) Dalam upaya u n tu k  m encapai cakupan pelayanan 80 % (delapan 

pu luh  persen) sebagaim ana dim aksud pasal 7 ayat (2), PDAM 
dapat m elaksanakan penyesuaian tarif air m inum  secara berkala 
setiap tah u n  sebesar 10 % (sepuluh persen) dengan K eputusan 
Direksi setelah dikonsultasikan dengan Walikota.

(5) Terhadap penyesuaian tarif air m inum  sebagaim ana dim aksud 
pada ayat (4) melebihi 10 % (sepuluh persen), m aka harus 
ditetapkan dengan K eputusan Walikota berdasarkan  usu lan  
Direksi setelah disetujui Dewan Pengawas.

(6) Pem berlakuan tarif air m inum  kepada pelanggan disam paikan 
Direksi melalui pengum um an.

Bagian Kedua 

R ekening Air Minum

Pasal 19

(1) Perhitungan pem akaian air m inum  pelanggan berdasarkan  angka 
pem akaian yang tertera pada m eter air pelanggan dalam  periode 1 
(satu) bulan.

(2) J ik a  m eter air tidak dapat terbaca atau  tidak berjalan baik, m aka 
perhitungannya ditetapkan berdasarkan  ra ta -ra ta  pem akaian 
selam a 6 (enam) bulan terakhir.
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(3) J ik a  pelanggan tidak mem akai air m inum  (pemakaian 0 m3) 
dalam  3 (tiga) bulan b e rtu ru t-tu ru t sesuai tagihan rekening air 
m inum , m aka s ta tu s  pelanggan akan dikenakan denda a tau  
dicabut yang sesuai dengan klasifikasi jen is pelanggan 
sebagaim ana dim aksud dalam  K eputusan Direksi.

(4) Ju m lah  dan jenis pem bayaran yang dicantum kan dalam rekening 
air m inum , meliputi harga pem akaian air, biaya abonem en, biaya 
retribusi air limbah dan biaya m aterai.

Pasal 20

(1) J ik a  hasil pencatatan meter air diragukan kebenarannya, m aka 
pelanggan dapat m engajukan keberatan kepada PD AM.

(2) Pengajuan keberatan tidak m engakibatkan penundaan  pem bayaran 
rekening air minum.

(3) Terhadap keberatan sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) terbukti 
kebenarannya, m aka jum lah  pem akaian air ditetapkan 
berdasarkan  hasil perhitungan oleh pejabat PDAM yang ditunjuk.

(4) Kelebihan a tau  kekurangan pem bayaran pem akaian air m inum  
sebagai akibat diajukannya keberatan, m aka kelebihan dan atau  
kekurangan pem bayaran dapat dibayar tunai d a n /a ta u  
diperhitungkan u n tu k  pem bayaran berikutnya.

Bagian K etiga
Pem bayaran R ekening Air M inum  

Pasal 21

(1) Pem bayaran rekening air m inum  dilakukan pada tem pat-tem pat 
yang d itentukan oleh PDAM.

(2) Pem bayaran rekening air m inum  dilakukan setiap bulan oleh 
pelanggan pada waktu pem bayaran yang dimulai tanggal 1 (satu) 
sam pai dengan tanggal 20 (dua puluh).

(3) Pelanggan yang tidak m elunasi pem bayaran sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (2) dikenakan denda 10 % (sepuluh persen) 
dari nilai rekening air.

(4) Terhadap pelanggan yang tidak m elunasi pem bayaran rekening air 
2 (dua) bulan bertu ru t-tu ru t sebagaim ana dim aksud pada ayat (2), 
m aka dikenakan denda keterlam batan dan biaya adm inistrasi segel 
meter.

(5) B esarnya denda keterlam batan dan biaya adm inistrasi segel m eter 
sebagaim ana dim aksud pada ayat (4) ditetapkan dengan K eputusan 
Direksi.

Bagian K eem pat 

Biaya Non Air

Pasal 22

(1) Selain biaya pem asangan sam bungan baru  dan biaya rekening air, 
kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:

a. biaya pem bukaan segel dan penyam bungan kembali;

b. biaya balik nama;
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c. biaya denda keterlam batan;
d. biaya penggantian meter air rusak;
e. biaya pindah letak meter air;

f. biaya tera m eter atas perm intaan pelanggan;
g. biaya non air lainnya yang ditetapkan oleh Direksi.

(2) Besarnya biaya sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) ditetap 
dengan K eputusan Direksi.

kan

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Pertam a  

Hak Pelanggan

Pasal 23

Pelanggan m em punyai hak  sebagai berikut:
a. m endapatkan penjelasan atas keten tuan  yang telah disepakati 

pada saa t m engajukan pem asangan baru;

b. m endapatkan  hasil pengujian atas:

1) perhitungan tagihan rekening air m inum  bulanan;

2) kualitas air; dan
3) akurasi m eter air.

c. m endapatkan informasi tentang s tru k tu r dan besarnya tarif serta 
tagihan;

d. m endapatkan penggantian m eter air apabila berdasarkan  hasil tera 
m eter, m enunjukan kondisi rusak;

e. m engajukan perm ohonan pem utusan  sem entara a tas perm intaan 
sendiri; dan

f. m enyam paikan pengaduan tentang pelayanan air m inum  yang 
meliputi:
1) keberatan atas tagihan rekening air minum ;
2) tidak lancarnya pendistribusian air minum;

3) m enurunnya kualitas air m inum ; dan
4) hal-hal yang m enyangkut pelayanan air m inum  lainnya.

Bagian Kedua 

Kewajiban Pelanggan

Pasal 2 4

Pelanggan m em punyai kewajiban sebagai berikut:
a. m elaksanakan pem bayaran rekening tagihan air m inum  bul 

yang tercantum  pada pasal 21 ayat (2).
b. segera m elaporkan apabila m engetahui adanya kerusakan 

dinas atau  sarana milik PD AM lainnya; dan
c. m entaati seluruh ketentuan  dan prosedur yang tercantum  d 

su ra t pernyataan yang ditetapkan oleh PD AM;
d. bertanggungjawab atas kerusakan atau  kehilangan meter 

rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rum ah pel

an an

pipa

alam

dan
5gan;
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e. m em berikan kem udahan kepada petugas PDAM dalam 
m elaksanakan tugas kedinasannya di dalam  persil pelanggan;

f. m elaksanakan balik nam a pelanggan apabila terjadi perubahan 
kepem ilikan rum ah atau bangunan;

g. m em elihara pipa dinas, segel dinas dan segel m eter, meter air serta 
instrum en m eter term asuk kelengkapannya yang berada di dalam 
persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;

h. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggungjawab penuh atas 
beban biaya yang ditim bulkan oleh pihak lain; dan

i. bertanggungjawab apabila terjadi pem akaian air yang tinggi a tau  
penurunan  kualitas air akibat penggunaan bak penam pungan 
(m enara air a tau  penam pungan air di bawah perm ukaan 
tan ah /g ro u n d  reservoir) a tau  terjadi kebocoran pipa persil (setelah 
m eter air).

Bagian K etiga
Pelayanan Inform asi dan Pengaduan

Pasal 25

( 1)

( 2 )

(3 )

Pelanggan dapat m enyam paikan pengaduan tentang pelayanan 
air m inum  baik lisan m aupun tertulis.

PDAM m enindaklanjuti pengaduan baik secara teknis m au 
adm inistrasi.

pun

PDAM m em berikan informasi yang diperlukan kepada pihak 
terkait apabila terjadi gangguan dalam  pendistribusian air 
m inum.

(4) U ntuk kepentingan pelayanan kepada m asyarakat, baik 
pelanggan m aupun  non pelanggan, PDAM dapat memberikan 
layanan pem eriksaan/pengujian kualitas air dim ana setiap 
pemohon dikenakan biaya yang ditetapkan dalam  K eputusan 
Direksi.

(5) Penyelesaian perselisihan an ta ra  pelanggan dan PDAM dapat 
dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui 
penengah resmi a tau  alternatif penyelesaian sengketa sesuai 
dengan pera tu ran  perundang-undangan.

BAB IX

PBMERIKSAAN /  PENELITIAN METER AIR

Pasal 26

( 1)

( 2 )

(3 )

(4 )

Bilam ana penunjukan m eter air diragukan kebenarannya, baik 
a tas keinginan pelanggan m aupun  keinginan PDAM, meter air 
dapat diperiksa (diuji) a tau  diganti.
Pem eriksaan (pengujian) m eter air sebagaim ana dim aksud pada 
ayat (1) dilakukan di bengkel m eter PDAM dan h aru s  disaksikan 
oleh pelanggan a tau  kuasanya.
Selam a dalam  pem eriksaan/pengujian, PDAM wajib m em asang 
m eter pengganti sem entara.
Pem eriksaan/pengujian m eter air a tas perm intaan pelanggan 
dikenakan biaya pengujian (tera meter) yang besarnya ditetapkan 
Direksi.
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BAB X

PEN GEND ALI AN 

Pasal 2 7

Setiap orang atau  badan dilarang:

a. m enim bun dan atau  m endirikan bangunan diatas instalasi meter 
air;

b. m enggabungkan air PD AM dengan air dari sum ber lain dalam 1 
(satu) saluran  pipa persil;

c. m enyalurkan air PDAM ke luar persil pelanggan;

d. menyedot air PDAM, m enggunakan pom pa langsung dari pipa 
persil dan a tau  cara lain yang menyimpang dari keten tuan  PDAM;

e. m enjual air PDAM kepada pihak lain dengan cara dan dalih 
apapun  kecuali pengelola term inal a ir/h id ran  um um ;

f. m enyalurkan air PDAM dari h id ran /k ran  um um  dengan segala 
jen is p ip a /sa lu ran  langsung ke rum ah a tau  pihak lain;

g. m enjual air PDAM dari kran um um  kepada m asyarakat dengan 
m enggunakan mobil tangki;

h. m engubah u k uran  dan atau  m enam bah bak penam pung air PDAM 
pada h id ran /k ran  um um ;

i. m em indahkan lokasi instalasi m eter a ir/h id ran  tan p a  seizin PDAM;
j. m engubah u k u ran  atau letak pipa dinas yang dipasang tanpa 

seizin PDAM;

k. m erusak  instalasi meter air, melepas dan m enghilangkan segel, 
membalik arah  m eter air dan m erusak  a tau  m em asang alat yang 
mengganggu kerja m eter air;

l. m enyadap air PDAM langsung dari pipa distribusi, pipa induk atau  
pipa dinas;

m. m enyam bung kembali instalasi m eter air (secara ilegal), setelah 
dilakukan pem utusan  sam bungan oleh PDAM;

n. m enggunakan logo, atribut, a tau  m engatasnam akan PDAM diluar 
kepentingan PDAM; dan

o. m elakukan kegiatan yang m engakibatkan kerusakan sa ran a / 
p rasaran a  SPAM dan mengganggu kegiatan pengolahan dan 
penyaluran air PDAM.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT 

Pasal 28

( 1)

( 2 )

(3 )

M asyarakat dapat berperan serta dalam  m em berikan informasi 
m engenai gangguan pelayanan PDAM.
M asyarakat dapat memberikan saran  secara lisan atau  tertulis 
dalam  rangka peningkatan pelayanan PDAM.
U ntuk m em enuhi hak m asyarakat sebagaim ana dim aksud 
ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana  yang memadai.

pada
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BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI 

PASAL 29

(1) Setiap pelanggaran terhadap keten tuan  sebagaim ana dim aksud 
dal am  Pasal 27 h u ru f a sam pai dengan h u ru f m, dikenakan sanksi 
adm inistrasi yang terdiri atas:

a. sanksi denda; dan
b. sanksi polisional/tindakan.

(2) Sanksi polisional sebagaim ana dim aksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. penyegelan m eter air;
b. pem utusan  sam bungan langganan yang terdiri atas:

1) pem utusan  sem entara/penyegelan sam bungan langganan; 
dan

2) pem utusan  te tap /pencabu tan  sam bungan langganan.

(3) Mekanisme dan ta ta  cara sanksi adm inistrasi sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1) ditetapkan dengan K eputusan Direksi.

(4) Keberatan terhadap besarnya sanksi adm inistrasi sebagaim ana 
dim aksud pada ayat (1), diajukan secara tertu lis kepada Direksi 
PDAM.

(5) Pelanggaran terhadap Pasal 27 h u ru f n dan h u ru f o, akan d itun tu t 
secara perdata  d a n /a ta u  pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam  Peraturan ini, sepanjang 
m engenai teknis pelaksanaannya akan d ia tu r lebih lanjut dengan 
K eputusan Direksi.

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan ini, m aka K eputusan Walikota 
Balikpapan Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pelayanan Air Minum Kota 
Balikpapan beserta peraturan  pelaksanaannya dinyatakan dicabut dan 
tidak berlaku lagi.



Pasal 3 2

Peraturan  Walikota ini m ulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang m engetahuinya, m em erintahkan pengundangan 
Peraturan  W alikota ini dengan penem patannya dalam  Berita Daerah 
Kota Balikpapan.

D itetapkan di : Balikpapan 
Pada tanggal : 31 Agustus 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN

C ap/T td

H. IMDAAD HAMID. S.E.

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 19 
SERI E NOMOR 19 Tanggal 31 AGUSTUS 2010
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